
BUPATl WONOSOBO, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat {4) 

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 
tentang Sistem Perneriritahan Berbasis Elektronik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Wonosobo perlu didukung dengan data yang akurar, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah 
diakses, dibagipakaikan, dikclola secara seksama, 
terintegrasi dan berkelanjutan; 

b. bahwa untuk mempcroleh data yang akurat, rnutakhir, 
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses 
dan dibagipakaikan , diperlukan perbaikan Tata Ketola 
Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui 

pcnyelenggarsan Satu Data; 
c. bahwa agar pengelolaan satu data wonosobo dapat 

terorganisasi dengan baik perlu mengatur system 
pengelolaannya; 

d. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tcntang Satu Data 
Kabupaten Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 1 ~ Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah (Serita Negara Rcpu blik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3683); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Dan Trarisaksi Elektronik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahu n 
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 
(Lernbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnforrnasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5214) sebagaimana telah diubah dcngan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 
Rcpublik Indonesia Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 
Pernerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang Unda.ng Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2022 Nornor 238, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
6841); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 renrang 
Perangkat Daerah (1...embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 teruang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402): 



9. Peraturan Pemerinlah Nomor 45 Tahun 2021 tenta.ng 

Penyelenggaraan lnformasi Geospasial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 55, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657); 

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
.Jaringan Informasi Oeospasial Nasional (Lembaran Negara 

Republik rndonesie Tahun 2014 Nomor 78); 
11. Peraruran Presiden Nornor 9 Tahun 2016 tentang 

Pcrccpatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 
2021 tentang Peru bahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Perccpatan Pelaksa.naan Kebijakan 
Sa.tu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
92); 

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tcntang Satu 
Data Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemcn Data Sistern 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahuri 2020 Nomor 1573); 

14. Pcraturan Menteri Perencanaan Pem bangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu 

Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1745); 

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nornor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara 
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746); 

16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statislik Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik 
(Belita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1091); 

17. Peraturan Kepala Sadan Pu sat Statistik Nomor 5 Tahun 
2020 rentang Perunjuk Teknis Metadata Statistik (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo [Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12 , 
Lcmbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang rnenjadi kew enangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

mcnjadi kcwcnangan Dacrah. 
5. lnsransi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lcmbaga 

pernerintah Non Kemenrerian yang mengurus Urusan Pcmerintahan yang 
tidak diserah kan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam 

rangka Dekonsentrasi. 
6. Sadan Pu sat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pu sat 

Statistik Kabupaten Wonosobo. 

7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah 
Lembaga Pemerintah Non Kernenrerian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Pcraturan Preeiden 
Nomor 94 Tahun 2011 tentang Sadan Inforrnasi Geospasial. 

8. Instansi Pusat adalah kernenterian, lembaga pemerintah norikementerran , 
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonsrruktural, 
dan lernbaga pemerintah lainnya. 

9. Satu Dara Wonosobo adalah kebijakan tata kelola Data Pernerintah 
Kabupaten Wonosobo untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, 

terpadu , dan dapat diperranggungiawabkan, sorta mudah diakses dan 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

BAB T 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATr TF:NT/\NG SATU DATA KABUPATEN 

WONOSOBO. 
Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN : 

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonosoho [Lernbaran Daerah Kabuparen 
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3); 



dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah mclalui 

pemenuhan Standar Data, Metadata, Intcroperabili tas Data dan 
rnenggunakan Kode Referensi clan Data Induk. 

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, 
karakter, sirnbol, garnbar. pera, tanda, isyarat. tulisan, suara, dan/atau 
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan 
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, 

11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri 
khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, 

pengolahan, pcnyajian, dan analisis. 
12. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang 

menunjukan lokasi, letak dan posisi suatu objck atau kejadian yang 
berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan 

dalam sistem koordinat tertentu. 
13. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DO adalah Data tentang 

lokasi geografis. dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik obiek alam 
dan/atau buatan manusia yang bcrada di bawah, pada, atau di atas 
perrnukaan bumi. 

14. Informasi GeospasiaJ yang selanjutnya disingkat lG adalah Data 
Ooespasial yang sudah cliolah schingga dapat digunakan sebagai alat 
bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 

15. lnformasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah 
Inforrnasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara 
langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak 
berubah dalarn waktu yang relatif lama. 

16. lnformasi Geospasial Ternatik yang selanjutnya disingkat IGT adalah 
Tnfomasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih terna terterrtu 
yang dibuat mengacu pada Inforrnasi Geospasial Dasar. 

17. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang rnenjelaskan isi 
sebuah layer atau entitas Data Ceospasial dan Informasi Geospasial 
Tcmatik dcngan mengacu kcpada katalog unsur geografi Indonesia. 

18. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pernerintah Daerah yang 
mcncakup scmua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan rnilik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. 

19. Data yang bersifat rahasia adalah informasi yang dikecualikan 
aebagaimarra diatur dalarn peraturan perundang-undangan mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik. 

20. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Oeoepasial dan Kcuangan 
yang tidak terstruktur rnisalnya data. video, gambar, suara, dan 
sebagainya. 

21. Standar Data adalah standar yang rnendasari Data tertentu. 



22. Metadata adalah infonnasi dalam bentuk struktur clan formal yang baku 
untuk menggambarkan Data, rnenjelaskan Data, serta memudahkan 
pcncarian, penggunaan. dan pengelolaan inforrnasi Data. 

23. Interoperabilitas Data adalah kcmampuan Data untuk dibagipakaikan 
antar sistern elektronik yang saling berinteraksi 

24. Kode Referensi adalah Landa berisi karakter yang mengandung atau 
menggambarkan makna, rnaksud , atau norma tertentu sebagai rujukan 

identitas Data yang bersifat unik. 
25. Data lnduk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses 

bisnis pernerintah yang ditetapkan sesuai dcngan kctcntuan dalam 
peraturan pcrundang-undangan untuk digunakan bersama. 

26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan 
dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu 
Data Wonosobo. 

27. Forum Satu Data Wonosobo adalah wadah komuriikasi dan koordinasi 
lnstansi Dacrah dan/atau Instarrsi Verrikal di Daerah untuk 
penyelenggaraan Satu Data Wonosobo. 

28. Portal Saru Data Wonosobo adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten 
Wonosobo yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi 
dan kornunikasi. 

29. Jaringan Infonnasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JJGN 
adalah suaru sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial 
secara bersarna, tertib, terukur , terintegrasi, clan berkesinambungan serta 
berdayagu n a. 

30. .Jaringan lnformasi Oeospasial Daerah yang selanjutnya disingkar JTGD 
adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan inforrnasi gcospasial 
secara bersarna, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta 
berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 

31. Pembina Data Dacrah adalah Instansi/ Pcrangkat Daerah yang diberikan 
penugasan untuk mclakukan pembinaan tcrkait Data. 

32. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan 
pengumpulan, perneriksaan, dan pengelolaan data yang disarnpaikan oleh 
Produsen Data, serta rnenyebarluaskan Data. 

33. Produscn Data Dacrah adalah Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal di 
Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pcrangkat Daerah, perseorangan, 
kelompok orang, at.au badan hukum yang rnenggunakan Data. 

35. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaarannya ditujukan untuk 
keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerinrah maupun masyarakat, 
yang merniliki ciri-ciri lintas sektoral. berskala nasional dan/atau bersifar 
makro dalam lingkup Kabupaten. 

37. Statist.ik Sek Loral yaitu statistik yang pernanfaatannya ditujukan untuk 
memenuhi kcbutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pernbangunan. 



( 1) Jen is Data terdiri atas: 
a. Data Statistik; 
b. Data Geospasial; 
c. Data Keuangan Daerah; dan 
d. Data lainnya. 

(2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi: 
a. Statistik Dasar; 
b. Statistik Sektoral: dan 
c. Statistik Khusus. 

(3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. lGD; dan 

h. TOT. 

Pasal 3 

Bagian Kcsatu 
Jenis Data 

BAB II 
JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA 

Pa~l2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini rncliputi: 
a. jenis, sumber dan sifat data; 
b. Prinsip Satu Data Wonosobo: 
c. Penyelenggara Satu Data Wonosobo; 
d. Forum Satu Data Wonosobo; 
e. partisipasi dan kerja sama; 
f. insentif dan disinsenli f; 
g. monitoring dan evaluasi; 

h. penyelesaian permasalahan; dan 
1. pendanaan. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

36. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujuan untuk 
mernenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, 

dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga , organisasi, perorangan, dan 

atau unsur masyarakat lainnya. 



Pasal 6 
(1) Satu Data Wonosobo dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi 
Standar Data; 

b. Data yang dihasilkan olch Produsen Data Daerah harus dilengkapi 
dengan Mctadata, 

c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi 
kaidah Interoperabilitas Dara; dan 

d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Dacrah harus menggunakan 
Kode Referen si dan Zatau Data lnduk. 

(2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta sctiap proses 
penyelenggaraannya harus rnemenuhi Standar Nasional Indonesia 
<lan/ a tau spesifikasi teknis sesuai ketentuan pcraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 

PRINSIP SATU DATA WONOSOBO 

Pasal 5 
(1) Data yang dikclola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat: 

a. Data publik; dan /atau 
b. Data rahasia. 

(2) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan 
untuk kepentingan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Sifat Data 

Pasal 4 

( 1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 3 ayat (2) huruf a, 
bersumber dan diperoleh dari BPS. 

(2) Statistik Scktoral sebegairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, 
bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah. 

(3) Statistik Khusus scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. 
bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/alau 
masyarakat, 

(4) TGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber 
dan diperoleh dari BIG. 

(5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersurnber 
dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat. 

Bagian Kedua 
Surnber Data 



Pasal 8 
(1) Informasi <lalam Metadata sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) 

huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. 
(2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada 

bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata. 
(3) Format yang baku sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) merujuk pada 

spesifikasi atau standar teknis dari Meradata. 

Bagian Ketiga 
Met.ad a ta 

Pasal 7 
(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a 

merupakan standar yang rnendasari Data tertentu dan terdiri atas: 
a. konsep; 
b. definisi: 
c. klasifikasi: 
cl. ukuran:dan 

e. satuan. 

(2) Konsep sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide 
yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi. 

(3) Definisi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada 
penjelasan tentang Data yang mcmbcri batas alas atau secara jelas 
membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain. 

(4) Klasifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada 
penggolongan secara sietematis ke dalam kelompok atau kategori dalam 

Data berdasarkan kriteria yang telah discpakati atau dibakukan secara 
luas. 

(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada 
unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan 
scsuatu. 

(6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mcrupakan jurnlah 

tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk 

mengukur atau menakar scsuatu sebagai sebuah keseluruhan. 

Bagian Ked ua 
Standar Data 

(~) Kerentuan Jebih lanjut mcngenai standar data, rnetadata, kaidah 

interoperabilitas data, Kode Referensi dan/ a tau Data lnduk dilaksanakan 
sesuai dengan pcraturan perundang-undangan. 



Pasal 12 
( 1) Pengarah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf a, yaitu 

Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Pengarah 

Pasal 11 

( 1) Penyelenggara Satu Data Wonosobo, terdiri ataa: 
a. Pengarah; dan 

b. Pelaksana. 
(2) Penyelenggara Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 
PENYELENGGARA SATU DATA WONOSOBO 

Pasal 10 
(I) Kock Referensi dan/atau Data lnduk scbagaunana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat ( 1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia 
Tingkat Pusat. 

(2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud pada 
ayar (1) Daerah dapat rnenetapkan Kode Referensi dan/atau Data Tnduk 

Sektoral berbasis kearif an lokal. 
(3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, 

sebagaimana dimaksud pada ayar (2) disepakari dalarn Forum Satu Data 

Wonosobo. 

Bagian Kelima 

Kode Referensi dan Data lnduk 

PasaJ 9 
Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud 
da1am Pasal 6 ayat (3), yaitu: 
a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, 

dan sernantik Zartikulasi keterbacaan; dan 
b. disimpan dalam format tcrbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. 

Bagian Keempat 

Interoperabilitas Data 



Pasal 14 
(1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, 

terdiri atas: 
a. Pembina Data Stalistik; 
b. Pembina Data Geospasia1. 

(2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah BPS. 

(3) Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas: 
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengurnpulan 

data; da.n 

b. mclakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo eesuai 
peraturan perundang- undangan. 

(4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerinrahan bidang Pckcrjaan Umum Surnber Daya Air dan Penataan 
Ruang. 

(5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Wonosobo untuk DG sesuai dengan 
Kebijakan Satu Peta. 

Pasal 13 
Pelaksana sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri 
atas: 
a. Pembina Data Daerah; 
b. Koordinator: 
c. Walidata Daerah; 
d. Walidata Pcndukung Dacrah; dan 
e. Produsen Data Daerah. 

Bagian Keuga 
Pelaksana 

Daerah yang rnenyelenggarakan urusan 
Komunikasi dan lnformatika selaku Walidata 

(2) Pengarah mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data; 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data; 
c. mcngoordinasikan pcnyclcsaian pcrmasalahan dan hambatan 

penyelenggaraan Satu Data Wonosobo; dan 
d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo kepada 

Bupati. 
(3) DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pengarah dapat melibatkan: 
a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemeriniahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku 
Koordinator; dan 

b. Kepala Perangkat 
pemerintahan bidang 

Daerah. 



Pasal 17 

{1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah. 

(2) Walidata Penciukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) 

bertugas: 
a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data 

Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan 
prinsip Satu Data Indonesia; 

b. merneriksa kelengkapan data yang disarnpaikan oleh Produ sen Data 
Daerah pada masing-rnasing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar 
Data; dan 

c. mcmbina Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai 
pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 
(1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas: 

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan olch Produscn Data 
sesuai dcngan pnnsip Satu Data Indonesta; 

b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Kabupaten 
Wonosobo dan Portal Satu Data Indonesia; 

c. membantu Pembina Data Daerah dalarn membina Produsen Data 
Dae rah: 

d. membina Walidata Tingkat Kabupaten Wonosobo dalam 
penyelenggaraan Satu Data Wonosobo. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1 ), Walidata 
Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah , 

Pasal 15 
(1) Koordinator sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas: 

a. rnengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo; 
b mengoordinasikan Forum Satu Data Wonosobo; 
c. menjalankan fungsi kesekretariatan Porum Satu Data Wonosobo; dan 
d. menjalin kemirraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan 

Satu Data Wonosobo. 
(2) Da1am menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah. 

(6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas: 

a. mernbantu tugas BIG dalam pernbinaan DO di Daerah; clan 
b. mernfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan. 

penelitian, pengembangan, pernantauan dan evaluasi JIGD yang 
dilakukan oleh BIG. 



Pasal 19 
( 1) Penyelenggara Satu Data Wonosobo, Walidata Daerah Kabupaten 

Wonosobo, dan pihak lam yang tcrkait berkoordinasi dan berkomunikasi 
melalui Forum Satu Data Wonosobo. 

(2) Forum Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalarn rangka: 
a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan 

Satu Data Wonosobo; 
b. mcrumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan 

Satu Data Wonosoho sesuai dengan kebutuhan Daerah: 
c. menyepakari dan rnenetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah 

yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya; 
d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah 

mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Wonosobo; 
e. merurnuskan dan menyepakati keputusan dalarn rangka penyelesaian 

permasalahan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo; 
f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data 

Wonosobo dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; 
g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia 

Tingkat Provinsi Jawa Tengah; 
h. meningkatkan komitmen unit kerja dalarn rnenyediakan data yang 

berkuali tas dan tepat waktu; 
1. mendorong pemanfaalan data untuk perencanaan pembangunan , 

perurnusan kebijakan , penyelenggaraan pemerintahan dan pclayana.n 
pu bliklainnya; dan 

J. mclakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan daerah 
unruk mendukung percepatan Kebijakan Sa.tu Peta (KSP), scsuai 
dengan kewenangan Daerah. 

BABY 
FORUM SATU DATA WONOSOBO 

Pasal 18 
(1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e 

bertugas: 
a. melaksanakan pcngumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan 

tugas dan kewenangannya; 
b. memberikan rnasukan kcpada Pembina Data Daerah melalui Walidata 

Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilttas Data; 
c. mcnghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data 

Wonosobo; da..n 
d. menyarnpaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah. 

(2) Dalarn menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah. 



Pasal 23 
Pcnyclcnggaraan Satu Data Wonosobo, terdiri atas: 
a. pcrencanaan data; 
b. pengumpulan data; 
c. perneriksaan data; 

d. penyebarluasan data. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB VI 
PENYELENGGARAAN SATU DATA WONOSOBO 

Pasal 22 
(1) Dalarn rangka penyelenggaraan Satu Data, Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo perlu mernhentuk Forum Saru Data Kabupaten Wonosobo. 
(2) Forum Sa.tu Data Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pemhangunan Daerah 

Kabupaten Wonosobo. 

Pasal 21 

Sekretariat Satu Data Wonosobo scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

rnempunyai tugas: 
a. mcmbcrikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan 

administratif kcpada Forum Satu Data Wonosobo; dan 
b. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh Forum Satu Data Wonosobo. 

Pasal 20 
(1) Forum Satu Data Wonosobo dalam pclaksanaan tugasnya dibanru 

oleh Sekretariat Satu Data Wonosobo. 
(2) Sekretariat Satu Data Wonosobo dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah. 

(3) Sekretariat Satu Data Wonosobo sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Forum Satu Data Wonosobo menghasilkan kesepakatan yang dituangkan 

dalam Serita Acara atau Nora Kesepakatan. 
(4) Forum Satu Data Wonosobo dilaksanakan secara periodik paling sedikit l 

[satu] kali dalam setahun. 
(5) Forum SaLu Data Wonosobo dikoordinasikan dan difasilitasi oleh 

Koordinator. 



Pasal 25 

(I) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selanjutnya 
dapat dijadikan dasar untuk mcncntukan Data Prioritas. 

(2) Data Prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus merneriuhi 
kritcria: 
a. mendukung prioritas pembangunan Dacrah dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah: 

b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; 

dan/atau 
c. memenuhi kebutuhan mcndcsak. 

(3) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu 
Data Wonosobo, 

Pasal 24 

( 1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a 
dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan 
dikumpulkan di tahun selanjutnya. 

(2) Penerituan Daftar Data yang akan dikurnpulkan di tahun selanjutnya, 
sebagaimanadimaksud padaayat (1) dilakukan berdasarkan: 
a. arsitcktur sistcm pcmcrintahan bcrba.sis clcktronik scsuai pcraturan 

perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik; 
b. kesepakatan Forum Satu Data Wonosobo; dan/atau 
c. rekomendasi Pembina Data Daerah. 

(3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mcmuat: 
a. Produsen Data Daerah dari rnasing-rnasing data; 
b. Perencanaan waktu pengumpulan; 
c. Pcrcncanaan waktu penyerahan data oerbasis elektronik pada 

Walidara Daerah: dan 
d. Perencanaan waktu pcmeriksaan data berbasis elektronik. 

(4) Penentuan Daftar Data scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang tclah dikumpulkan 
oleh Instansi Pusat dan data lain yang mcnjadi kewenangan Pernerintah 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Penentuan daftar Data sebagairnana dima ksud pad a ayat ( 1) dapat 
digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran 
bagi Produsen Data Daerah. 

Bagian Kedua 
Perencanaan Data 



Pasal 27 
(1) Walidata Daerah merneriksa data yang disarnpaikan oleh Walidata 

Pendukung Daerah sesuai Prinsip Sam Data Indonesia. 
(2) Dalarn hal data yang disampaikan olch Walidata Pendukung Daerah 

belum seauai dengan Prirrsip Satu Data lndonesia sebagaimana dirnakeud 
pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan data tcrscbut kcpada 
Walidata Pendukung Daerah. 

Bagian Keernpat 

Perneriksaan Data 

Pasal 26 

( 1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
dilakukan oleh Produsen Data Daerah. 

(2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
scdiki t mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah. 
(3) Pengurnpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). sesuai dengan: 

a. prinsip satu data: 
b. standar data; 
c. daftar data dan data prioritas; dan 
d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data. 

(4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data Daerah disampaikan 
kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan perneriksaan sesuai 
dengan Prinsip Satu Data Indonesia. 

(5) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan data yang telah diperiksa 
kepada Walidaia Daerah. 

(6) Pcngumpula.n Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung Daerah 
dcngan mcngacu pada Daftar Data yang disepakari dalam Forum Satu 
Data Wonosobo. 
Penyampaian Data scbagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai: 
a. Data yang telah dikumpulkan; 
b. Standar Data; dan 
c. Metadata. 

(7) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, 
permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan 
Data Prioritas melalui Walidata Daerah. 

(8) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, 
akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung Daerah 
dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, 
perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Bagian Ketiga 
Pengumpulan Data 



Pasa.130 
(1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh: 

a. Walidata Daerah; 
b. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi. 

(2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses data sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8). 

(3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumcntasi dapat melakukan 
pcrnbatasan akses data untuk Pengguna Data di luar lnstansi Pusat dan 
Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pernbatasan akses data ditetapkan berdasarkan: 
a. usulan yang diajukan oJeh Produsen Data Dacrah dan Walidata 

Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data 
Wonosobo; 

Pasal 29 
(1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan tcrhadap data yang telah 

mernenuhi Prinsip Satu Data Indonesia. 
(2) Penyerbarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

rnelalui Portal Satu Data Wonosobo dan media lain sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Walidata oaerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat 
Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data. 

(4) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Dara 
Wonosobo berada pada Walidata Daerah. 

(5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Wonosobo dapat diakses 
tanpa biaya. 

Bagi.an Kelima 
Penyebarluasan Data 

Pasal 28 
(1) Dalam hal perneriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan 

Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk 
dilakukan pemeriksaan kernbali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. 

(2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Daerah bclum sesuai 
dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pembina Data Daerah mengembalikan data tcrscbut kepada Walidara 
Daerah untuk disarnpaikan kepada Walidata Pendukung Dacrah. 

(3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan basil pemeriksaan oleh 
Walidata Daerah kepada Produscn Data Daerah untuk diperbaiki 
dan/ atau disesuaikan. 

(3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh 
Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki 
dan/ a tau disesuaikan. 



Pasal 32 
( 1) Portal Satu Data Wonosobo dikelola olch Pcrangkat Daerah yang 

mcnyclenggarakan urusan pernerintahan bidang Komunikasi dan 
lnformatika. 

(2) Pengelolaan Portal Satu Data Wonosobo dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat 
Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pernanfaatan dan penyebarluasan 
data. 

(3) Pengelolaan Portal Satu Data Wonosobo dilaksanakan dengan 
mernpertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu 
Tndonesia sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas 
pemanfaatan clan penyebarluasan data. 

(4) Dalarn hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui 
Portal Satu Data Indonesia rnengalami rnasalah, diselesaikan oleh Forum 
Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data 
Indonesia tingkat Pusat. 

(5) Masalah sebagairnana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi: 
a. data rusak atau mengandung kode berbahaya; 
b. tidak sesuai dengan petunj uk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data 

Indonesia; 
c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekreladat Satu Data Kabupaten 

Wonosobo; dan/ atau 
d. data sedang dalarn peninjauan Porum Satu Data Indonesia Tingkat 

Pu sat. 

BAB Vll 
PORTAL SATU DATA WONOSOBO 

Pasal 31 
(1) Walidata Daerah menyu sun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, 

Pengumpulan, Perneriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan 
Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Priori las, 
scrta pcngelolaan Portal Saru Data Wonosobo. 

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling 
lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. 

b. data tertcntu yang diusulkan untuk dibata'si termasuk dalam klasifikasi 
informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, 

sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan 
Inforrnasi Publik. 

(5) Pernbatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan 
selain yang tercanturn pada ayat (4) dengan mempertimbangkan 
rekomendasi Forum Satu Data Wonosobo. 



Pasal 35 
( 1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Wonosobo 

dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo. 

BABX 
MONITORING DAN EVALUAST 

Pasal 34 
( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsenrif kepada 

Produsen Data Daerah Kabupaten WOnosobo dalam Penyelenggaraan 
Satu Data Wonosobo. 

(2) Bcntuk insentif sebagaimana dimaksud pada a) at ( 1) dapat berupa: 
a. penghargaan; dan/atau 
b. pelatihan. 

(3) Bentuk disinscntif sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) berupa teguran 
dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BAB TX 
INSENTIF DAN DISINSENTTF 

Pasal33 
(1) Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dapat mengikutsertakan 

partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha clan 
masyarakat yang bcrada di Dacrah scsuai pcraturan perundang- 
uridangan. 

(2) Partisipasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
Forum Satu Data Wonosobo meliputi penyarnpaian: 
a. informasi dan data; 
b, usul pertirnbangan; dan 
c. saran dan evaluasi. 

(3) Pcmcrintah Dacrah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan im- 
plementasi kebijakan Satu Data Wonosobo diantaranya dengan: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Provinsi; 
c Badan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah; 
d. Perguruan Tinggi; 
e. Lem baga Penelitian; dan 
f. Pihak Swasta. 

(4) Sekretariat Satu Data Wonosobo berkoordinasi dengan Walidala Daerah 

dan/atau Walidata Pendukung Dacrah mcngcnai pclaksanaan partisipasi 
dan kcrja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

BAB Vlll 
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA 



Pasa1 38 
Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat 
pernyataan kerjasama an tar Perangkat Daerah dan/ atau lnstansi Pusat yang 
terkait dcngan tata kelola, akses data, dan/atau pernanfaatan data yang 

sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupari ini, rnasih tetap 
bcrlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan ini. 

BABXrTT 
KETENTUAN PERJ\LIHAN 

Pasal. 37 
Scmua biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dihebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang- 
u ndangan 

BAB XII 
PENDANAAN 

Pasal 36 
(1) Forum Satu Data Wonosobo dapat bcrkomumkasi dan berkoordinasi 

dcngan Sckrctariat Satu Data Privmsi Jawa Tcngah atau pihak-pihak 
terkait dalam rangka rnenyelesaikan perrnasalahan penyelenggaraan Saru 
Data Wonosobo. 

(2) Dalam ha! terdapat permasalahan yang timbul dalarn pertemuan 
koordinasi sebagairnana <limaksud pada ayat ( 1) Koordinator Forum Satu 
Data Wonosobo meminta arahan Pengarah. 

BAR XT 
Pt.:NY ELESAlAN PERMASALAHAN 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Wonosobo bersama Walidata 
Daerah. 

(3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai kebutuhan. 
(4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
(5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah. 



ONE 
I3ERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR \?.. 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal l8 ~~ri\ :lO'l3 

IS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. 

Ditctapkan di Wonosobo 

pada tanggal \-=f- Apri\ ~'l3 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal 41 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 40 
Dcngan ditctapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 30 

Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Wonosobo (Serita Daerah Kabupatcn Wonosobo Tahun 2020 Nomor 32) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 39 
( 1) Forum Satu Data Wonosobo mengadakan perternuan koordinasi pertarna 

paling lambat 3 {tiga) bulan setelah Pcraturan Bupati ini mulai berlaku 
untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan 
Penyelenggara Satu Data Wonosobo. 

(2) Penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Wonosobo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selesa.i paling lambat 9 (sernbilan] bulan terhitung 

sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 


